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memeriksa  perkara  tindak  pidana  pada  tingkat  kasasi  yang  dimohonkan  oleh
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diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh

Utara, tanggal 12 Agustus 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LIAN FIRDAUS bin ZAINAL HUSNI terbukti secara sah

dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Menghancurkan,

merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu

atau  seluruhnya  atau  sebagian  milik  orang  lain”  sebagaimana  diatur  dan

diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa LIAN FIRDAUS bin ZAINAL HUSNI

dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan

penjara dan bermohon agar Terdakwa segera ditahan di rumah tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 451 K/Pid/2022

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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- 1 (satu) batang bambu ukuran 70 cm (bekas kandang bebek);

- 1 (satu) batang bambu ukuran 1,20 cm (bekas kandang bebek);

- 1 (satu) batang bambu ukuran 1,80 cm (bekas kandang bebek);

- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam (bekas kandang bebek);

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi korban Bukhari bin T. Cut

Ali;

4. Menetapkan  supaya Terdakwa dibebani  membayar  biaya perkara  sebesar

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan  Pengadilan  Negeri  Lhoksukon  Nomor

200/Pid.B/2021/PN  Lsk,  tanggal  23  September  2021,  yang  amar  lengkapnya

sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LIAN FIRDAUS bin ZAINAL HUSNI terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengrusakan terhadap

barang” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara

selama 8 (delapan) bulan; 

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang bambu ukuran 70 cm (bekas kandang bebek);

- 1 (satu) batang bambu ukuran 1,20 cm (bekas kandang bebek);

- 1 (satu) batang bambu ukuran 1,80 cm (bekas kandang bebek);

- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam (bekas kandang bebek);

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi korban Bukhari bin T. Cut

Ali;

4. Membebankan  kepada  Terdakwa  membayar  biaya  perkara  sejumlah

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca  Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 403/PID/2021/PT

BNA, tanggal 15 November 2021, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon  tanggal 23 September

2021  Nomor  200/Pid.B/2021/PN  Lsk,  yang  dimintakan   banding  tersebut

sebatas  pidana  yang  dijatuhkan,  sehingga  amar  selengkapnya  berbunyi

sebagai berikut;
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1.  Menyatakan Terdakwa LIAN FIRDAUS bin ZAINAL HUSNI terbukti secara

sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Pengrusakan

terhadap barang” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2.  Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

penjara selama 8 (delapan) bulan;

3.  Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali di kemudian hari

ada  putusan  Hakim  yang  menentukan  lain,  disebabkan  Terdakwa

melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu)

tahun;

4.  Menetapkan barang bukti:

- 1 (satu) batang bambu ukuran 70 cm (bekas kandang bebek);

- 1 (satu) batang bambu ukuran 1,20 cm (bekas kandang bebek);

- 1 (satu) batang bambu ukuran 1,80 cm (bekas kandang bebek);

- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam (bekas kandang bebek);

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi korban Bukhari bin T.

Cut Ali;

5.  Membebankan  biaya  perkara  kepada  Terdakwa,  yang  dalam  tingkat

banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta  Permohonan  Kasasi   Nomor  29/Akta Pid/2021/PN Lsk,

yang dibuat  oleh  Panitera pada Pengadilan  Negeri Lhoksukon,  yang

menerangkan bahwa  pada   tanggal   26 November 2021, Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Aceh Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan

Pengadilan  Tinggi Banda Aceh tersebut; 

Membaca  Memori Kasasi tanggal 9 Desember 2021 dari Penuntut Umum

pada Kejaksaan  Negeri  Aceh  Utara tersebut  sebagai  Pemohon Kasasi,  yang

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 9 Desember

2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah

diberitahukan kepada  Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara pada

tanggal 23 November 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan

kasasi pada tanggal 26 November 2021 serta memori kasasinya telah diterima di
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Kepaniteraan  Pengadilan  Negeri  Lhoksukon pada  tanggal  9  Desember  2021.

Dengan  demikian,  permohonan  kasasi  beserta  dengan  alasan-alasannya  telah

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh

karena  itu  permohonan  kasasi  Penuntut  Umum  tersebut  secara  formal  dapat

diterima;

Menimbang  bahwa  alasan  kasasi  yang  diajukan  oleh  Pemohon

Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas

perkara;

Menimbang  bahwa  terhadap  alasan  kasasi  yang  diajukan  Pemohon

Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi   Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena  judex

facti tidak  salah  dalam  menerapkan  hukum,  judex  facti telah  mengadili

Terdakwa dalam perkara a quo sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta

tidak melampaui kewenangannya;

- Bahwa menurut  keterangan  Para  Saksi  dan  keterangan  Terdakwa sendiri

dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan diperoleh fakta bahwa

Terdakwa telah menyuruh saksi M.Yusuf idris bin Idris untuk membersihkan dan

merusak barang berupa bekas kandang bebek dan juga tanaman yang tumbuh

dilahan/tanah milik  saksi  korban Bukhari  dengan menggunakan ekskavator

merek Hitachi  warna Orange padahal  senyatanya terhadap lahan tersebut

adalah milik dari saksi korban Bukhari bin Cut Ali berdasarkan putusan nomor

11/Pdt.G/2017/PN Lsk, tanggal 02 Mei 2018 dan akibat perbuatan Terdakwa

tersebut telah menyebabkan  lahan dan tanaman yang dibersihkan berupa 1

batang pohon kelapa, 1 batang pohon kelapa sawit, 2 batang pohon pinang, 10

batang pohon cabe yang sudah mati dan 10 batang pohon pisang dan bekas

kandang bebek yang dibersihkan sebanyak 1 buah dengan ukuran panjang

lebih kurang 5 meter yang terbuat dari bambu tersebut menjadi rusak dan tidak

dapat dipakai lagi oleh saksi korban Bukhari;

- Bahwa namun demikian terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa

perlu diperbaiki dengan pertimbangan terlampau ringan dan tidak sebanding

dengan  jumlah  kerugian  yang  diderita  oleh  saksi  korban  Bukhari  akibat

perbuatan Terdakwa yang telah menyuruh saksi M.Yusuf idris bin Idris untuk
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membersihkan lahan milik dari saksi korban Bukhari dimana mencapai kerugian

materiil sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga beralasan

hukum pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diperbaiki sebagaimana amar

putusan di bawah ini;

Menimbang  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  di  atas,  maka

permohonan kasasi  dari  Pemohon Kasasi/Penuntut  Umum  tersebut  dinyatakan

ditolak dengan perbaikan;

Menimbang  bahwa  dengan  demikian  Putusan  Pengadilan  Tinggi Banda

Aceh Nomor 403/PID/2021/PT BNA, tanggal 15 November 2021 yang memperbaiki

Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 200/Pid.B/2021/PN Lsk, tanggal 23

September  2021 harus  diperbaiki  mengenai  pidana  yang  dijatuhkan  kepada

Terdakwa;

Menimbang  bahwa  karena  Terdakwa  dipidana  maka  dibebani  untuk

membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal  406 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1981 tentang  Hukum Acara  Pidana,  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009

tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  dan  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1985

tentang Mahkamah Agung sebagaimana  telah diubah  dengan Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 2004  dan  Perubahan  Kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor 3

Tahun  2009  serta  peraturan  perundang-undangan  lain  yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM PADA

KEJAKSAAN NEGERI ACEH UTARA tersebut;

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 403/PID/2021/PT

BNA, tanggal 15 November 2021 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri

Lhoksukon  Nomor  200/Pid.B/2021/PN  Lsk,  tanggal  23  September  2021

mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara

selama 8 (delapan) bulan;

- Membebankan   kepada   Terdakwa   untuk   membayar   biaya   perkara pada

tingkat kasasi sebesar  Rp2.500,00  (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan  dalam  rapat  musyawarah  Majelis  Hakim  pada

hari  Selasa, tanggal 24 Mei 2022 oleh  Sri Murwahyuni, M., S.H.,  M.H.,  Hakim
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Agung  yang  ditetapkan  oleh Ketua Mahkamah  Agung  sebagai  Ketua  Majelis,

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., dan Dr.  Prim Haryadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim

Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

terbuka untuk umum  pada  hari dan  tanggal  itu  juga oleh Ketua Majelis dihadiri

Hakim-Hakim Anggota serta Prasetio  Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti

dengan  tidak  dihadiri oleh  Penuntut  Umum  dan  Terdakwa.

 Hakim-Hakim Anggota,                                        Ketua Majelis,

                ttd            ttd

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.                                     Sri Murwahyuni, M., S.H., M.H.

                ttd

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.  

Panitera Pengganti,

                                                                   ttd

Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn.

                                                Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.

                                                   a.n.Panitera
Panitera Muda Pidana Umum 

Dr. YANTO, S.H., M.H.
NIP. : 196001211992121001
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